DAFTAR PUSTAKA

Buku
Ali, Zainuddin. 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Sinar Grafika

Alting, Husman. 2011, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan
Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini dan masa
mendatang, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Amal, Bakhrul, 2017, Hukum Tanah Nasional Sejarah, Politik dan
Perkembangannya, Yogyakarta: Thafa Media.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Arka, | Wayan, 2016, Desa Adat Sebagai Subyek Hukum Perjanjian, Denpasar-
Bali: Universitas Dwijendra dan bekerjasama dengan Udayana University
Press.

Dharmayudha, | Made Suasthawa Dharmayudha, 1987, Status dan Fungsi Tanah
Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA, Denpasar: CV. Kayumas Agung.

Hajati, Sri, dkk, 2017, Politik Hukum Pertanahan, Surabaya: Airlangga
University Press.

Hajati, Sri, dkk. 2018, Buku Ajar Hukum Adat, Jakarta: Prenada media Group

Harsono, Boedi, 2012, Beberapa Analisa Tentang Hukum Agraria, Jakarta:
Kelompok Belajar Bagian I1I.

Isaq, H. dan H. Efendi, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Jakarta:
PT.RajaGrafindo Persada.

Ishag, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta

Korn, V.E, 2017, Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali), Denpasar: Udayana
University Press.

Nurjaya, I Nyoman, 2015, Memahami Posisi Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam
Politik Pembangunan Hukum di Indonesia: Perspektif Antropologi Hukum
Relasi Negara dan Masyarakat Adat, Malang: Surya Pena Gemilang.

Rifai, Ahmad, 2014, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum
Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Marami, 2014, Pengantar Ilmu Hukum,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Salfutra, Reko Dwi, 2019, Hukum Agraria Indonesia, Yogyakarta: Thafa Media.



Santoso, Urip, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan
Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Setiawan, Ahmad, 2019, Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan
Reformasi Agraria, Yogyakarta: Laksbang Justiti.

Soesanggobeng, Herman, 2012, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan,
dan Agraria, Yogyakarta: STPN Press.

Soesanggobeng, Herman. 2012, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan,
dan Agraria, Yogyakarta: Penerbit STPN Press.

Sulfura, Reko Dwi, 2019, Hukum Agraria Indonesia, Yogyakarta: Thafa Media.
Sutedi, Adrian, 2012, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Sutiyoso, Bambang. 2015, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: Ull Press.

Windia, Wayan P. dkk, 2013, Kompilasi Aturan Tentang Desa Adat di Bali,
Denpasar : Udayana University Press.

Windia, Wayan P., 2015, Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya,
Bali: Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar.

Jurnal dan Artikel Lainnya

Barhaman, 2013, "Hak Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Masyarakat
di Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia” , Tesis, Universitas Hasanuddin. Makassar.

Fitri, Kurnia. 2017. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang dan Jumlah Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Nagari Aua Kuning Kecamatan Pesaman Kabupaten
Pesaman Barat. Doctoral Disertation, STKIP PGRI. Sumatera Barat.

Lambona, Marthin Luther, “Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Indonesia
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19977, Jurnal Lex Et
Societatis, (Oktober 2018).

Mahniasari, Indah, “Pendaftaran Tanah Adat”, Jurnal Al’ Adl, Volume V Nomor
9, Januari - Juni 2013.

Oktaviani, Annisa dan Harjono, “Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam
Pemeriksaan Sengketa Tanah Di Persidangan (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Perkara No: 816 K/Pdt/2016)”, Jurnal Verstek,
(Januari-April 2019).

Putra, Cokorda Gede Rama, I Made Suwitra, dan Sudini, “Larangan Menjual Hak
Atas Tanah Laba Pura (Studi Kasus Pada Hukum Tanah Adat Bali”,
Jurnal Lingkungan dan Pembangunan (2019).



Rasta, Dewa Made “Setelah Keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor: Sk.556/Dja/1986”, Jurnal Yustitia, (Desember 2018).

Rasta, Dewa Made. “Setelah Keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor: Sk.556/Dja/1986”, Jurnal Yustitia, (Desember 2018)

Sulistiati, Rosa, “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pendaftaran Tanah Secara
Sporadik Di Kabupaten Morowali”, Jurnal limu Hukum Legal Opinion
(2013).

Warisle, Diyan Ricky dan Agus Sekarmadji, “Kepastian Hukum Sertipikat Hak
Milik Masyarakat Hukum Adat Tengger”, Jurnal Jurist-Diction: Vol. 2
No. 6, (November 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 104, Tambahan Lembaran Negara No.
2043)

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum
yang Memiliki Hak Atas Tanah.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK/556/DJA/1986 mengenai
Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan.

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Tanah Ulayat
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat



